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ABSTRAK
Kekayaan Adat merupakan sesuatu kekayaan yang tidak dapat dipisahkan dari indentitas masyarakat adat sehingga harus di Jaga Kelestariannya. Kenakalan Anak pada saat ini berpontensi merusak terhadap kekayaan adat baik pada hal yang Sakral, Budaya dan atau pun Kekayaan adat lainnya. Dalam Sistem Pertanggungjawab Pidana terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) anak dapat di minta pertanggungjawaban dengan lebih menggunakan pendekatan Restoratif Justice dalam Penyelesaiannya. Tulisan Ini mengkaji bagaimana Penerapan Pidana Adat terhadap anak sebagai Perusakan kekayaan adat yang di tinjau dari hukum pidana adat. Hasil Kajian menunjukan bahwa Penerapan Pidana Adat terhadap anak sebagai pelaku perusakan kekayaan adat dapat di minta pertanggungjawaban sesuai dengan aturan adat dimana meraka melakukan kesalahan dan sanksi pidana adatnya tergantung nanti seperti apa yang akan di putuskan oleh ketua adat/ lembaga adat atas perbuatan menimbulkan kerusakan pada Kekayaan adat.
Kata Kunci: Kekayaan Adat, Pertanggung Jawab, Pidana Adat
ABSTRACT
Cultural wealth is an asset that cannot be separated from the identity of indigenous peoples and must be preserved. Currently, juvenile delinquency poses a risk to cultural wealth, whether it pertains to sacred matters, culture, or other forms of cultural wealth. In the Criminal Accountability System for Children in Conflict with the Law, children can be held responsible through more restorative justice approach in its resolution. This paper examines the application of customary criminal law to children as perpetrators of the destruction of cultural wealth, viewed from the perspective of customary criminal law. The study results indicate that the application of customary criminal law to children who destroy cultural wealth can be held accountable according to the customary rules where they committed the offense, and the penalty will depend on the decision made by the customary leader regarding the actions causing damage to cultural wealth.
Keywords: Customary Wealth, Responsibility, Customary Crime
A. PENDAHULUAN 
Kekayaan adat dan kearifan lokal merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan masyarakat adat. Kekayaan adat mencakup seluruh aspek kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti sistem kepercayaan, tradisi, budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Sementara itu, kearifan lokal mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat terhadap lingkungan mereka, serta cara-cara yang ramah dan berkelanjutan dalam memanfaatkan serta keseimbangan antara keberlanjutan kekayaan adat dan kelestarian lingkungan. Hukum harta Kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum dan hubungan hukum yang terjadi.
 
Dalam kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat terkadang menjadi salah pemicu konflik yang terjadi dimasyarakat terutama hasrat dari pihak tertentu ingin melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Thomas Hobbes berpendapat manusia memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengaturnya, hal ini tidak terlepas dari adanya kekhawatiran bahwa manusia akan memangsa lainya (homo homini Lupus).
 Bagi masyarakat adat sendiri, kekayaan dan kearifan lokal masyarakat adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologi, serta memastikan kelangsungan hidup generasi masyarakat adat untuk selanjutnya.
Dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisional.
 Namun, masyarakat adat saat ini menghadapi berbagai tantangan yang serius dalam mempertahankan kekayaan adat, kearifan lokal dan lingkungan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah eksploitasi eksternal yang dilakukan oleh pihak luar, seperti perusahaan-perusahaan besar, individu, kebijakan pemerintah dan atau bahkan oleh prilaku kenakalan anak-anak sehingga kekayaan adat dan lingkungan adat menjadi dampak dari perbuatan itu. 
Dalam pengelolaan lingkungan setiap orang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali tidak terbatas dimanapun domisilinya.
 Dalam hal menjaga kekayaan adat dan lingkungan, masyarakat hukum adat sebagai kelompok yang telah tinggal turun-temurun di suatu wilayah, memiliki ikatan dengan leluhur, hubungan erat dengan lingkungan, serta mengatur kehidupan mereka melalui sistem nilai yang mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 Hal ini menjadi salah kekuatan terhadap keseimbangan masyarakat adat dalam memastikan keberlanjutan kekayaan adat dan lingkungan adat sendiri.
Saat ini dengan maraknya kenakalan anak juga berdampak pada kekayaan adat dan lingkungan adat atas perbuatan dari anak-anak baik yang tinggal didalam wilayah adat atau diluar, konsep anak nakal berdasarkan Philosofi patriae yang berasal dari ungkapan latin in loco parentis semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua.
 Dari perbuatan dilakukan oleh anak terhadap kekayaan adat dan lingkungan memberikan dampak yang tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengancam kelestarian budaya dan ekosistem yang telah dijaga turun-temurun. Kekayaan adat, yang mencakup sumber daya alam dan tradisi budaya, merupakan elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat adat, yang tidak hanya memberikan identitas, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan mereka. Kenakalan anak disebut juga Juvenile Deliquency. Juvenile (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan Deliquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lainya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, Delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Hukum adat, dengan pendekatannya yang berfokus pada musyawarah, pemulihan, dan pendidikan, dapat memberikan solusi yang lebih mendalam bagi anak pelaku pelanggaran. Pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik dan mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat, sembari menjaga kelestarian kekayaan adat dan lingkungan. Pidana adat relevan untuk diterapkan pada pelaku anak karena hukum adat memiliki karakteristik yang lebih mendekati pada prinsip pemulihan, bukan sekadar hukuman. Melalui pendekatan ini, anak tidak hanya dihukum, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang bersifat edukatif dan mendidik. Dengan demikian, pidana adat dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembalikan anak kepada masyarakat, sembari menjaga kelestarian kekayaan adat dan lingkungan sebagai bagian dari warisan budaya dan ekosistem yang berharga.
Terdapat ada beberapa penelitian membahas tentang peran adat terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran dan atau kejahatan. Budi Bahreisy (2020) yang mengkaji Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dengan menyoroti menunjukkan bahwa ketentuan pidana tambahan adanya “pemenuhan kewajiban adat”. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih mengakui adanya Hukum Adat yang erat kaitannya dengan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pidana anak.
 Penelitian melihat bahwa undang-undang masih mengakui adanya hukum adat dalam penyelesaian sengketa terhadap pada anak sebagai pelaku dalam berkonflik dengan hukum.
Dalam kajian ini, difokuskan melihat secara detail bagaimana penerapan pidana adat pada kenakalan remaja terhadap perbuatan yang merugikan kekayaan adat dan lingkungan adat secara restoratif dan dengan tujuan memberikan pemulihan dan pendidikan kepada anak sebagai pelaku pelanggaran terhadap kekayaan adat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban Hukum Dan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Kekayaan Adat Di Lingkungan.
a. Prinsip Keadilan Restoratif 
Dalam hal pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan dan pembinaan agar mereka dapat belajar dari kesalahan dan kembali diterima dalam masyarakat. Dalam sistem Peradilan anak yang di tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dirancang untuk memberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan bagi orang dewasa, karena anak dianggap sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran. tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta memfokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak.
 Kenapa seperti itu mengingat kesejahteraan anak sangat penting di pikirkan mengingat anak memiliki masa yang masih penjang untuk menentukan langkah dan nasibnya kedepan mau seperti apa. Dalam penerapan pidana kepada anak dikenal dengan prinsip keadilan restoratif.
Dalam Pasal 1 ayat 6 memberikan ruang untuk menerapakan prinsip keadilan Restoratif Justice merupakan sebuah penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang melibatkan semua pihak baik yang menjadi korban, pelaku dan pihak lain yang dianggap cakap untuk duduk secara bersama untuk mencari penyelesaian yang adil terhadap para pihak dengan tetap menekan pemulihan kembali bukan merupakan pemalasan atas perbuatan tindak pidana yang sudah terjadi .
 Dalam menjalankan Prinsip keadilan restoratif justice bertujuan untuk setidak tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/ memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya sehingga diharapkan anak mampu kembali diterima sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 1 ayat 7 pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan tentang di versi pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam kontek di versi pada Pasal 6 menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga antara korban dan pelaku bisa menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan dengan tujuan untuk menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan serta mendorong semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan rasa kepedulian dan tanggung jawab kepada Anak sehingga kedepan anak bisa diterima sebagai mana kalanya. Jika di pahami terkait dengan diversi merupakan salah satu bentuk penerapan Restoratif justice dalam sistem peradilan anak yang lebih menekankan pada penyelesaian konflik tanpa mengarah pada proses peradilan formal. 
Kontek Restoratif Justice dengan diversi Keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik anak, atas perbuatan pidananya yang tidak hanya sekedar menghukum. Dalam pelaksanaan di versi harus mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi Dalam Sistem Peradilan pidana anak, yang didalam aturan Perma ini menyebutkan bahwa pada pasal 3 hakim anak mengwajibkan mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan hasil Diversi yang sudah di sepakati pada pasal 6 menyebutkan akan dicatat oleh dalam berita acara disertai di tandan tandatangani serta dilaporkan kepada ketua pengadilan baru terakhir keputusan dari ketua pengadilan atas hasil di versi bisa di tetapkan langsung dan atau di kembali jika terdapat kekurangan.
b. Perlindungan Kekayaan Adat
Hukum harta kekayaan adalah keseluruhan ketentuan hukum atau aturan normatif atau kaedah hukum yang mengatur tentang hak-hak kebendaan seseorang subjek hukum yaitu hubungan hukum antara subjek hukum satu dan lain terhadap harta bendanya sebagai objek hukum, baik terhadap harta benda tidak berwujud (Immaterial Goederen) maupun harta benda berwujud (Materiel Goederen).
 Dalam Pasal 18 B ayat 2 menyebutkan tentang kekayaan adat, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 Maknanya Pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai kesatuan hukum yang memiliki hak-hak adat, termasuk kekayaan budaya dan tradisi adat yang masih berlaku dalam masyarakat adat. Dalam Pasal 32 Ayat 1 menyebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan juga menjamin sebuah kebebasan untuk masyarakat adat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat kekayaan adat.
 
Paska di tetapkan Kitap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda, memberikan pengakuan yang lebih nyata terhadap keberadaan hukum adat dibandingkan dengan KUHP sebelumnya dengan dibuktikan keberlakukan hukum adat yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dan tumbuh di masyarakat adat dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai apa yang terkandung dalam pancasila dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
 Istilah Hukum yang hidup di masyarakat ini dikenal dengan living law, jika dipahami dalam kontek KUHP yang baru ini bahwa dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memberikan kejelasan dan ketegasan terkait keberadaan hukum adat dan bisa di terapkan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan catatan keberlakukan itu tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan-undangan. Dengan diberikan ruang dan kejelasan terhadap masyarakat adat secara langsung dan atau tidak langsung memberikan legitimasi kepada masyarakat adat dalam menerapkan hukum adatnya. 

Pada masyarakat adat memiliki beragam kekayaan adat dan sesuatu yang di sakralkan menjadi kekayaan adat pada lingkungan masyarakatnya, kekayaan itu sangat beragam diberbagai masyarakat adat yang berada tersebar di wilayah nusantara minsalnya kekayaan adat seperti hutan adat, Situs Budaya, Ukiran dan Seni Rupa Tradisional, dan atau sesuatu dianggap sakral begitu banyak lagi kekayaan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. 
Dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat; ritus, pengetahuan tradisional; teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat; dan olahraga tradisional.
 Dalam artian setiap kekayaan adat menjadi sebuah kekayaan nasional dalam atas pelestarian kekayaan adat yang tersebar di masyarakat Indonesia. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 juga menyebutkan kekayaan sumber air pada masyarakat adat, dalam Penguasaan diselenggara oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak hak ulayat masyarakat adat setempat dan serupa.
 Artinya dalam kekayaan sumber daya air pada masyarakat adat setiap penguasaan kekayaan adat didalam harus memperhatikan hak masyarakat mengingat Bagi masyarakat adat kekayaan sumber daya air bagi masyarakat adat merupakan tempat kehidupan yang tidak bisa di lepaskan dari masyarakat adat dan atau sesuatu yang selalu di lestarikan secara temurun.
 Dalam Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 2017 menyebutkan memberikan perlindungan pada setiap kekayaan adat dengan melarang Setiap Orang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan. Dalam kontek perlindungan terhadap kekayaan adat setiap orang dapat di hukum bila melakukan perusakan terhadap kekayaan adat, mengingat secara impilisit negara mengakui, menghormati dan melindungi setiap kekayaan adat yang tumbuh dan melekat pada masyarakat adat. 
c. Perusakan terhadap kekayaan adat 
Merupakan perilaku yang melanggar, merusak, atau mengabaikan hak, nilai, dan norma yang terkait dengan warisan budaya suatu masyarakat atau kelompok etnis. Kekayaan adat mencakup berbagai elemen budaya, seperti tradisi, bahasa, seni, ritual, situs-situs dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun dalam suatu komunitas. Minsalnya:
1) Vandalisme terhadap Struktur Bangunan Adat.

Merupakan perusakan terhadap truktur bangunan adat seperti candi, rumah adat, atau situs sejarah lainnya. Dari tindakan itu menyebabkan kekayaan adat tercoreng atas perbuatan dari anak-anak atau bahkan anak-anak mencuri bagian-bagian dari situs tersebut sehingga dapat menyebabkan kerusakan permanen dan sangat sulit di perbaiki dan berdampak terhadap integritas situs tersebut.
2) Pencurian atau Perusakan Artefak Adat
Dalam kekayaan masyarakat adat di indonesia sangat banyak yang menyimpan artefak berharga, seperti patung, alat musik tradisional, perhiasan, atau benda-benda sakral lainnya. Dan kadang anak-anak sendiri tidak menyadari bahwa nilai sebuah kekayaan tersimpan didalamnya. Benda-benda ini tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Ketika artefak ini hilang atau rusak, banyak nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam benda tersebut ikut lenyap.
3) Pemusnahan Alam atau Kawasan Sakral.
Pada masyarakat adat minsalnya pada masyarakat adat tradisional memiliki kekayaan adat mencakup kawasan alam yang dianggap sakral seperti hutan, gunung, danau dan atau sesuatu tempat di anggap sakral terkadang tidak luput dari perusakan dilakukan oleh Beberapa anak muda, karena mungkin ketidaktahuan atau ketidakhormatan terhadap budaya mereka sendiri seperti mereka dalam melakukan aktivitas berburu liar, membuang sampah sembarangan, atau melakukan pembangunan yang merusak ekosistem. Seharusnya Pelestarian terhadap Bangunan seperti Bangunan Cagar Budaya (BCB) harus terus diterapkan dimasyarakat adat sebagai salah satu langkah penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya dan arsitektur yang terkandung di dalamnya. Bangunan-bangunan ini yang menjadi kekayaan bagi masyarakat adat akan menjadi saksi perkembangan peradaban suatu daerah dan mencerminkan identitas lokal yang harus dilestarikan.

d. Dampak dari Perusakan Kekayaan Adat
Perusakan yang terjadi pada kekayaan adat yang dilakukan oleh anak-anak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja sangat merugikan bagi keberlanjutan budaya suatu masyarakat adat dan atau komunitas adat. Beberapa perbuatan yang di lakukan dapat menyebabkan hilangnya Identitas budaya suatu komunitas adat dan juga mengalami kehilangan jati diri dan kesulitan dalam mempertahankan nilai-nilai yang telah mereka anut selama bertahun-tahun. Selain dari itu juga berdampak terkikis dan bahkan hilang secara perlahan sesuatu kekayaan suatu masyarakat adat di suatu wilayah sehingga sulit untuk mengembalikan suatu nilai yang terkadung dalam kekayaan adat. minsalnya dampak kerusakan kekayaan adat pada suku Anak Dalam (SAD) di jambi salah satunya disebabkan dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit sehingga secara tidak langsung memberikan dampak signifikan terhadap budaya dan nilai-nilai pada Suku Anak Dalam (SAD).
 Jika dilihat dari kegiatan aktivitas perkebunan kelapa sawit minsal pada Suku Anak Dalam (SAD) itu jelas secara langsung dapat merusak kekayaan adat dan atau bisa hilang kekayaan adat dan atau budaya adat di masyarakat adatnya. Pada sisi yang lain minsalnya pembanggunan Eco City pada masyarakat rempang dapat merusak cagar budaya dilantaran pembangunan proyek rempang Eco City yang merelokasi masyarakat hukum adat kampung tua.
 
Artinya bahwa dari kegiatan Eca City itu di kemudian hari juga akan berdampak kepada cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat rempang yang selama ini mereka jaga dan sebagai salah satu indentitas kekayaan milik meraka. Dan hampir sama jika perusakan kekayaan adat itu dilakukan oleh anak apabila perbuatannya tidak diberikan sebuah pertanggungjawab menurut hukum adat setempat. Mengingat perusakan kekayaan adat itu tidak di lihat siapa pelakunya, bagaimana dia melakukan, apa yang dia lakukan terhadap kekayaan adat tetapi melihat sejauh mana akibat dari perbuatan seseorang yang merusak kekayaan adat dan apa resiko secara tidak langsung dan langsung dari perbuatannya itu, dan itu harus di pertanggungjawabkan. 
2. Penerapan Pidana Adat terhadap Anak Perusakan Kekayaan Adat dan Lingkungan

a. Konsep delik adat 
Di masyarakat adat indonesia sifat hukum adat berbeda-beda disetiap wilayahnya tergantung bagaimana sistem adat yang sudah dilaksanakan dan atau sudah diperaktekan oleh masyarakat adatnya. Pada masyarakat adat di indonesia menggenal istilah Delik Adat terhadap perbuatan yang bertentangan normal-normal adat yang berlaku di masyarakat dan atau suatu kesalahan yang di lakukan merugikan masyarakat adat baik itu kerugian bagi individu maupun masyarakat adat pada umumnya. Menurut Van Vollenhoven mengatakan yang dimaksud dengan delik adat yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataan peristiwa atau perbuatan itu yang dilakukan kesalahan kecil. Sedangkan menurut Ter Haar Delik (pelanggaran) itu ialah setiap ganguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud dengan menimbulkan reaksi bisa besar maupun kecil menurut ketentuan hukum adat
 jika dipahami lebih lanjut dalam kontek delik adat ini merupakan tindakan melanggar hukum Tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.

Apa bila dicermati pendapat sarjana diatas dapat disimpulkan bahwa delik adat ini merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma adat, dan juga yang mengangu keseimbangan dimasyarakat adat dan atau suatu perbuatan yang menganggu suatu kebiasaan di masyarakat adat baik merugikan orangnya maupun kekayaan adat yang ada di dalam masyarakatnya. Minsalnya pada masyarakat adat terjadi suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang adat dan atau kekayaan adat didalamnya maka seseorang itu akan diminta pertanggungjawabannya serta diberikan hukuman atas apa yang dilakukan sesuai dengan aturan adat yang mengaturnya.
Dalam sistem prosedur penuntutan terhadap pelanggaran pada hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran objek pidana adat dan pelanggaran perdata adat dan atau yang lainnya tetapi hanya mengenal satu prosedur dalam penuntutan, hanya nanti pada saat delik adat di proses, diadili serta penjatuhan hukuman bisa saja di jatuhkan hukuman pidana adat, denda adat dan atau yang lainnya tergantung dari delik yang dilakukan, analisa dan putusan pengadilan adat/lembaga adat/tokoh adat dalam memberikan putusan akhirnya. Apabila di pahami tujuan dari delik adat ini untuk memberikan perlindungan kepada sesuatu yang di anggap hak, norma. Keseimbangan dimasyarakat yang sudah tumbuh dan hidup di masyarakat mendapatkan kepastian hukum di masyarakat adatnya jika terjadi pelanggaran terhadap yang di miliki oleh subjek dan objek di masyarakat adat maka harus di pertanggungjawabkan kepada pelaku pelanggaran adat untuk mempertanggungjawabkana atas apa kesalahan yang dilakukan dan serta juga memberikan pengertian kepada masyarakat luas setiap perbuatan yang bertentang dengan hukum adat akan di pertanggungjawabkan serta menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum pada masyarakat adatnya.
b. Jenis-Jenis pidana adat
Di indonesia mengenai beberapa jenis tindak pidana adat dan tergantung di mana wilayah adat dan sistem adat mereka yang tekuni, mengingat di indonesia memiliki sistem hukum adat yang beragama. Menurut pendapat dari Van Vollenhoven yang dikutip supomo menyebutkan ada beberapa jenis delik tertentu, yang merupakan delik yang paling berat yakni pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib antara lainya
:
1) Perbuatan penghianatan. Suatu contoh yang memperkosa keselamatan masyarakat dalam arti sebenarnya dan sekaligus dinilai sebagai perbuatan menentang kehidupan bersama

2) Membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan musuh termasuk delik penghianantan dan merupakan delik berat. Tidak jarang reaksi adat adalah hukuman mati hal ini dikenal suku-suku dayak, Buru, Timor dan beberapa daerahlainya

3) Perbuatan mengadakan pembakaran sehingga memusnah rumah-rumah adalah menentang keselamatan masyarakat dan merusak keseimbangan yang tiada tara. Orang yang melakukan dikeluarkan dari persekutuan , dapat dibunuh atau dibuang seumur hidup 

4) Perbuatan menghina secara pribadi terhadap kepala adat ( kepala suku atau raja) dianggap melibatkan atau merusak keseimbangan masyarakat. Oleh karena kepala adat simbol penjelmaa dari masyarakat itu sendiri. 

Jika dilihat dari pendapat tentang delik paling berat dalam masyarakat hukum adat tentang pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib itu menyangkut sesuatu yang tidak bisa di toleransi lagi kepada pelaku mengingat pelanggaran yang dilakukan sudah merusak tatanan, kearifan lokal, kekayaan, kehormatan masyarakat, harga diri masyarakat setempat sehingga perbuatan itu menggangu keselamatan dan keseimbangan masyarakat secara lahir dan batin, menentang kesucian yang dimiliki masyarakat serta perbuatan yang mencermarkan masyarakat.

Dalam perakteknya di kehidupan masyarakat adat saat ini bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggaran berat, mengingat persoalan yang di hadapi saat ini oleh masyarakat adat makin komplek terutama melawan kemungkinan ancaman dari pihak pihak luar yang ingin menguasai kekayaan adat yang di miliki misalnya wilayah adat untuk di jadikan usaha seperti perkebunan kelapa sawit, HTI dan atau mereka yang terlanjur mereka didalam izin kawasan perkebunan kepala sawit, HTI dan seterusnya.

Kategori delik peling berat ini di jika dilihat sebagai perspektif hukum adat ini merupakan payung dan atau pagar dalam mempertahankan diri mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masyarakat adat, sehingga dengan diaturnya ada delik adat paling berat secara tidak langsung akan memberikan kepastian hukum dan juga sebagai memberikan payung hukum adat dalam penerapan pertanggungjawab hukum jika terjadinya suatu peristiwa delik berat di masyarakat adat.

c. Contoh penerapan pidana adat pada anak sebagai pelaku perusakan kekayaan adat
Pada Masyarakat adat itu sendiri memiliki norma-norma hukum yang mengatur perilaku anggotanya, dan pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat dihukum dengan sanksi-sanksi adat, seperti denda atau hukuman fisik dan itu tergantung dari wilayah adat masing-masing.

Dalam hal saksi penerapan pidana adat yang di jatuhkan pada pelaku dimasyarakat adat akan berbeda sanksi yang diberikan tergantung dari wilayah adat dan hukum adat yang mengaturnya dalam kehidupan di masyarakat. Minsalnya pada masyarakat adat serawai sanksi terhadap pencurian bersifat variatif, bergantung pada konteks dan tingkat pelanggaran. Beberapa bentuk sanksi yang umum diterapkan antara lain denda adat, pemulihan sosial, dan sanksi moral.
 Pada Penegakan Hukum pidana adat itu berorientasi pada keseimbangan yang terganggu maka untuk melakukan pemulihan atas terjadi ketidakseimbangan dilakukan dengan menetapkan sanksi adat bagi pelaku.

Jika dipahami pada kontek pidana adat, Sanksi yang diterima bagi pelaku kerusakan kekayaan adat bisa saja dikenakan denda, pemulihan sosial, sanksi moral dan atau sanksi yang lebih berat lainnya dan itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan pada kekayaan adat. Terkait sanksi yang bisa di pertangungjawabkan kepada pelaku kerusakan kekayaan adat yang dilakukan oleh anak jika dikaitkan contoh pada sanksi pidana adat minsalnya anak bisa saja diberikan teguran, denda, pemulihan sosial, sanksi moral dan atau yang lainnya dan itu tergantung seperti apa kerusakan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana makanisme model pertanggungjawab dan saksi pidana adat didalam masyarakatnya.
d. Analisis anak sebagai pelaku perusakan kekayaan adat
Penerapan pidana adat terhadap anak sebagai pelaku perusakan kekayaan adat dan lingkungan merupakan isu yang sering terjadi di kalangan masyarakat adat baik disadari secara langsung maupun tidak langsung terutama pada aspek-aspek hal-hal yang menyangkut seperti benda pusaka, situs keramat, hutan adat dan atau hal sakral yang sudah dianggap suatu nilai tertentu bagi masyarakat adatnya. Jika kita lihat pada kontek Restoratif Justice pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak menyebutkan bahwa Anak berkonflik Hukum (ABH) di upayakan menerapkan Restoratif Justice dengan catatan musyawarah untuk mufakat, pemulihan harmoni sosial, pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dan atau sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Jika kita pahami kontek Restoratif Justice pada hukum positif indonesia terhadap anak Berhadapan Hukum (ABH) bisa dialihkan melalui Pertanggungjawaban hukum adat karna penggalihan penyelesaian perkara melalui adat sejalan dengan prinsip Restoratif Justice untuk mencari jalan terbaik bagi korban maupun anak sebagai pelaku. Pada hukum adat sendiri mengatur tentang delik adat yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataan peristiwa atau perbuatan itu yang dilakukan kesalahan kecil.
 Artinya setiap perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian dan atau sudah bertentangan dengan nilai lokal masyarakat adat maka harus di pertangunggjawabkan oleh pelaku. 
Terkait model penerapan pidana adatnya pada anak sebagai pelaku sebenarnya itu tergantung pada wilayah adat masing-masing bisa saja anak hanya di berikan teguran saja, sanksi sosial, bayar denda, dan atau yang lainya sesuai dengan kearifan lokal yang ada dimasyarakat adatnya. 
Secara umum pada masyarakat adat sendiri mengenai ada pidana ringan, Minsalnya jika kita lihat Pada masyarakat kawasan adat kajang pidana ringan terdiri dari Pinghinaan (kanai), Zina, Keperempuanan (Bahine), Pencurian (Lengkasa), Penipuan, Penganiayaan, Pembunuhan dan atau hal lainya
 dari beberapa jenis tindak pidana ringan pada kawasan adat kajang mungkin akan berbeda dari jenis tindak pidana ringan pada masyarakat adat yang lainya dan semua itu tergantung wilayah adatnya. Pada sisi lainya pada masyarakat adat juga mengenal mengenai pidana berat, minsalnya pidana berat biasanya seperti Perbuatan penghianatan, Membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan musuh, Perbuatan mengadakan pembakaran sehingga memusnah rumah-rumah
.
Dalam peraktek penerapan pidana adat awal Biasanya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat atau sidang adat, di mana tokoh adat, keluarga pelaku, dan pihak korban dilibatkan. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa, pendidikan kepada anak, teguran, denda adat seperti membayar dengan ternak, hasil kebun, atau benda simbolik dan atau kerja sosial seperti memperbaiki kerusakan, hingga keharusan mengikuti ritual pembersihan atau permintaan maaf secara adat dan atau seterusnya. Jika di pahami dari tindakan yang dilakukan oleh anak atas Pelaku Perusakan Kekayaan Adat dan Lingkungan ini merupakan masuk dalam tindak pidana ringan terkait hukum pidana adat yang tergantung dari wilayah adatnya dengan titik berat sanksi adatnya di berikan.
C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pada hukum positif Indonesia mengenai istilah Restoratif Jusitce terhadap anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan atau bisa di selesaikan di luar pengadilan dengan hukum adat, dengan catatan harus memperhatikan kepentingan anak. Hukum adat itu mengenai istilah delik adat, pada umum pidana adat dapat di kategorikan dua macam pidana adat yaitu pidana ringan dan pidana beratnya. Dalam hal anak sebagai pelaku perusakan kekayaan adat dan lingkungan pada umumnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan dalam adat tergantung dari model pelanggaran yang dilakukannya. Terkait dengan model sanksi pertanggungjawaban atas kesalahan dilakukan oleh anak biasanya akan beragam diberikan kepada anak. kenapa Demikian, karna di setiap wilayah adat dan atau hukum adat pada masyarakat memiliki aturan, makanisme dan sanksi tersendiri dan tidak bisa di samakan satu sama lain dan tergantung nantinya dimana pelanggaran/kejahatan itu terjadi.
Untuk Kedepan, terutama anak yang melakukan kerusakan kekayaan adat dan lingkungan sebaiknya di tekankan pada penyelesaian secara hukum adat, kenapa demikian pada penyelesaian dengan adat biasanya lebih efektif, Cepat, kekeluargaan, minim intimidasi, dan juga memperhatikan secara pisikis anak dan tentu Penyelesaian secara Adat juga sejalan dengan Pendekatan Restoratif Justice pada sistem peradilan anak dan biasanya dalam pemberian sanksi oleh masyarakat adat akan lebih tau bagaimana keluarga pelaku, kerakter anak dan solusi terbaik untuk Pemulihan kekayaan adat dan kelangsungan anak sebagai pelaku paska di putuskan pidana adatnya.
DAFTAR PUSAKA
Buku
Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA. (Jakarta: Sinar Grafika).

Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim dan Prasetijo Rijadi. 2016. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (Jakarta: KENCANA)

Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana anak di Indonesia. (Bandung: PT Refika Aditama)

Hadikusuma, Hilman. 2023. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. (Bandung: Mandar Maju).

Malik, Ichan dkk.. 2016. Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. (Jakarta: Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia)
Muhammad, Bushar. 2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).

Prakoso, Abintoro. 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. (Yogyakarta: Laksbang Grafika)

Rato, Dominikus. 2016. Hukum Benda dan harta Kekayaan adat.( Yogyakarta: Laksbang Pressindo).
Soekanto, Soerjono. 2020. Hukum Adat Indonesia. (Depok: Rajawali Pers).
Wahidin, Samsul. 2014. Dimensi Hukum Perlindungan dan Penglelolaan Lingkungan Hidup. (Yogyakarta: Pustka Pelajar).

Publikasi
Laksana, Andri Winjaya. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.4. No.1 (2017).

Rumata, Abdul Rasyid Rumata, Abdi Wael dan Muhammad Sehol. Model Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Buru: Indonesia. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton. Vol.7. No.2 (2021).

Saputra, Aldi Prasetiawan, Aurelia Salsabila Dirgantara dan Iqbal Nuriswandi. Penegakan Hukum Pidana Adat terhadap Delik Pencurian dalam Masyarakat Adat Serawai: Kajian Normatif dan Empiris. Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan. Vol.5. No.02 (2025).

Bahreisy. Budi Bahreisy. Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.20. No.1 (2020).

Saravistha, Deli Bunga Saravistha, I Ketut Sukadana dan Kadek Dedy Suryana. Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia. Vol.1. No.3 (2022).

Irmawati, Mulyati Pawennei dan Abdul Qahar. Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Sistem Hukum Indonesia. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.3. No.2 (2022).

Rosdiana Ike dkk.. Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi dalam Era Pembangunan. AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi. Vol.1. No.12 (2024).

Mujib, M. Misbahul Mujib, Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2013).
Murti, Madaniyah Anugrah Murti dan Indri Fogar Susilowati. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City di Kota Batam. NOVUM: JURNAL HUKUM. Vol.11. No.4 (2024).

Mandaka, Mutiawati Mandaka, Christine Wonoseputro dan Ratri Septina Sarasvati. Pertolongan Pertama pada Bangunan Cagar Budaya di Lasem Studi Kasus: Klenteng Cu An Kiong. ALUR: Jurnal Arsitektur. Vol.8. No.1 (2025).
Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"author":[{"dropping-particle":"","family":"Soekanto","given":"Soerjono","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2020"]]},"title":"Hukum adat indonesia","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8bdbff73-cf6b-42a1-80b1-113d32d448e1"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Soerjono Soekanto, <i>Hukum Adat Indonesia</i>, 2020.","plainTextFormattedCitation":"Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 2020.","previouslyFormattedCitation":"Soerjono Soekanto, <i>Hukum Adat Indonesia</i>, 2020."},"properties":{"noteIndex":1},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2020.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"978-602-1524-15-2","author":[{"dropping-particle":"","family":"Malik","given":"Ichan","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Santoso","given":"Hery","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Leatemia","given":"Rolly","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Dkk","given":"","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2016"]]},"publisher":"Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia","title":"Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=38a44671-a702-4c82-9938-1b1cd452e812"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Ichan Malik et al., <i>Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat</i> (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016).","plainTextFormattedCitation":"Ichan Malik et al., Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016).","previouslyFormattedCitation":"Ichan Malik et al., <i>Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat</i> (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016)."},"properties":{"noteIndex":2},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Ichan Malik dkk., Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2016.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2002"]]},"publisher":"Pemerintah Republik Indonesia","title":"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945","type":"article"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8e869605-d9ef-4200-925d-948ed372d5ea"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).","plainTextFormattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).","previouslyFormattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (Pemerintah Republik Indonesia, 2002)."},"properties":{"noteIndex":3},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.�





� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"6022293200","author":[{"dropping-particle":"","family":"Wahidin","given":"Samsul","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2014"]]},"publisher":"Pustaka Pelajar","title":"Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=f9e16bcc-f094-4823-8880-e584fd94a7cd"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Samsul Wahidin, <i>Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> (Pustaka Pelajar, 2014).","plainTextFormattedCitation":"Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pustaka Pelajar, 2014).","previouslyFormattedCitation":"Samsul Wahidin, <i>Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> (Pustaka Pelajar, 2014)."},"properties":{"noteIndex":4},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2009"]]},"title":"Undang -undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","type":"article"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=4ce60556-05a5-4b16-a717-d6396384cfe6"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.","plainTextFormattedCitation":"“Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009.","previouslyFormattedCitation":"“Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009."},"properties":{"noteIndex":5},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"6021866444","author":[{"dropping-particle":"","family":"Abintoro Prakoso","given":"","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2013"]]},"title":"Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=9a2d7d34-a076-4359-8fed-bd11ec3f0a5f"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Abintoro Prakoso, <i>Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak</i>, 2013.","plainTextFormattedCitation":"Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, 2013.","previouslyFormattedCitation":"Abintoro Prakoso, <i>Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak</i>, 2013."},"properties":{"noteIndex":6},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"9790074883","author":[{"dropping-particle":"","family":"Djamil","given":"M. Nasir","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2013"]]},"title":"Anak Bukan untuk dihukum (Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA)","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8e7a9055-e3b4-48d0-816e-66e54dadbaa6"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"M. Nasir Djamil, <i>Anak Bukan Untuk Dihukum (Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA)</i>, 2013.","plainTextFormattedCitation":"M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA), 2013.","previouslyFormattedCitation":"M. Nasir Djamil, <i>Anak Bukan Untuk Dihukum (Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA)</i>, 2013."},"properties":{"noteIndex":7},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum (Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2579-8561","author":[{"dropping-particle":"","family":"Bahreisy","given":"Budi","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Jurnal Penelitian Hukum De Jure","id":"ITEM-1","issue":"1","issued":{"date-parts":[["2020"]]},"page":"25-36","title":"Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum","type":"article-journal","volume":"20"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=fdee3431-b135-4ae2-8982-93d564201af6"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Budi Bahreisy, “Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> 20, no. 1 (2020): 25–36.","plainTextFormattedCitation":"Budi Bahreisy, “Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 25–36.","previouslyFormattedCitation":"Budi Bahreisy, “Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> 20, no. 1 (2020): 25–36."},"properties":{"noteIndex":8},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Budi Bahreisy, Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, No.1 (2020).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"9789791073562","author":[{"dropping-particle":"","family":"Gultom","given":"Maidin","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2010"]]},"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=15f25008-8398-4d5e-ad03-0c362ac14a47"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Maidin Gultom, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia</i>, 2010.","plainTextFormattedCitation":"Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 2010.","previouslyFormattedCitation":"Maidin Gultom, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia</i>, 2010."},"properties":{"noteIndex":10},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2012"]]},"title":"Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=ff704a9b-7115-4c21-bbef-41d8cc51baba"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012.","plainTextFormattedCitation":"“Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012.","previouslyFormattedCitation":"“Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012."},"properties":{"noteIndex":11},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2580-3085","author":[{"dropping-particle":"","family":"Laksana","given":"Andri Winjaya","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Jurnal Pembaharuan Hukum","id":"ITEM-1","issue":"1","issued":{"date-parts":[["2017"]]},"page":"57-64","title":"Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak","type":"article-journal","volume":"4"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=4aff4aa7-ca50-4005-8ba6-d504d2dd8658"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” <i>Jurnal Pembaharuan Hukum</i> 4, no. 1 (2017): 57–64.","plainTextFormattedCitation":"Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Pembaharuan Hukum 4, no. 1 (2017): 57–64.","previouslyFormattedCitation":"Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” <i>Jurnal Pembaharuan Hukum</i> 4, no. 1 (2017): 57–64."},"properties":{"noteIndex":12},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.4, No.1 (2017).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"6027378786","author":[{"dropping-particle":"","family":"Rato","given":"Dominikus","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2016"]]},"publisher":"LaksBang PRESSindo Yogyakarta","title":"Hukum benda dan harta kekayaan adat","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=b5b69cf1-ef26-426b-b9fa-5a27d3872874"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Dominikus Rato, <i>Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat</i> (LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2016).","plainTextFormattedCitation":"Dominikus Rato, Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat (LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2016).","previouslyFormattedCitation":"Dominikus Rato, <i>Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat</i> (LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2016)."},"properties":{"noteIndex":15},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Dominikus Rato, Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2016.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2002"]]},"publisher":"Pemerintah Republik Indonesia","title":"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945","type":"article"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8e869605-d9ef-4200-925d-948ed372d5ea"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”","plainTextFormattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”","previouslyFormattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”"},"properties":{"noteIndex":16},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2002"]]},"publisher":"Pemerintah Republik Indonesia","title":"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945","type":"article"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8e869605-d9ef-4200-925d-948ed372d5ea"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”","plainTextFormattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”","previouslyFormattedCitation":"“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”"},"properties":{"noteIndex":17},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2023"]]},"title":"Undang- Undang No Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=94d4cf5f-68e0-4c80-9f20-6fc97ad4c68e"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"<i>Undang- Undang No Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i>, 2023.","plainTextFormattedCitation":"Undang- Undang No Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.","previouslyFormattedCitation":"<i>Undang- Undang No Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i>, 2023."},"properties":{"noteIndex":18},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.�





� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2017"]]},"title":"Undang-undang nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=1fdd6780-4ee5-4d5f-9535-5d5f3dc8173a"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,” 2017.","plainTextFormattedCitation":"“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,” 2017.","previouslyFormattedCitation":"“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,” 2017."},"properties":{"noteIndex":19},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2024"]]},"title":"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=dd506085-3427-4b43-bf4a-0df6c7b302de"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR,” 2024.","plainTextFormattedCitation":"“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR,” 2024.","previouslyFormattedCitation":"“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR,” 2024."},"properties":{"noteIndex":20},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2685-1490","author":[{"dropping-particle":"","family":"Mandaka","given":"Mutiawati","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Wonoseputro","given":"Christine","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Sarasvati","given":"Ratri Septina","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"ALUR: Jurnal Arsitektur","id":"ITEM-1","issue":"1","issued":{"date-parts":[["2025"]]},"page":"40-50","title":"PERTOLONGAN PERTAMA PADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI LASEM STUDI KASUS: KLENTENG CU AN KIONG","type":"article-journal","volume":"8"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=ae0f61bf-60e0-442f-a8f4-e105265ccd7f"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Mutiawati Mandaka, Christine Wonoseputro, and Ratri Septina Sarasvati, “PERTOLONGAN PERTAMA PADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI LASEM STUDI KASUS: KLENTENG CU AN KIONG,” <i>ALUR: Jurnal Arsitektur</i> 8, no. 1 (2025): 40–50.","plainTextFormattedCitation":"Mutiawati Mandaka, Christine Wonoseputro, and Ratri Septina Sarasvati, “PERTOLONGAN PERTAMA PADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI LASEM STUDI KASUS: KLENTENG CU AN KIONG,” ALUR: Jurnal Arsitektur 8, no. 1 (2025): 40–50.","previouslyFormattedCitation":"Mutiawati Mandaka, Christine Wonoseputro, and Ratri Septina Sarasvati, “PERTOLONGAN PERTAMA PADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI LASEM STUDI KASUS: KLENTENG CU AN KIONG,” <i>ALUR: Jurnal Arsitektur</i> 8, no. 1 (2025): 40–50."},"properties":{"noteIndex":21},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Mutiawati Mandaka, Christine Wonoseputro dan Ratri Septina Sarasvati, Pertolongan Pertama pada Bangunan Cagar Budaya di Lasem Studi Kasus: Klenteng Cu An Kiong, ALUR: Jurnal Arsitektur, Vol.8, No.1 (2025).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"3031-9404","author":[{"dropping-particle":"","family":"Rosdiana","given":"Ike","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Sawitri","given":"Adelia Ajeng","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Ifsya","given":"Radha","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Syamsiah","given":"Syamsiah","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Mustiah","given":"Mustiah","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi","id":"ITEM-1","issue":"12","issued":{"date-parts":[["2024"]]},"page":"1170-1180","title":"Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi dalam Era Pembangunan","type":"article-journal","volume":"1"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=3fcda868-6b2c-47a2-996a-8ceeb0dfd1c2"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Ike Rosdiana et al., “Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi Dalam Era Pembangunan,” <i>AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi</i> 1, no. 12 (2024): 1170–80.","plainTextFormattedCitation":"Ike Rosdiana et al., “Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi Dalam Era Pembangunan,” AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi 1, no. 12 (2024): 1170–80.","previouslyFormattedCitation":"Ike Rosdiana et al., “Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi Dalam Era Pembangunan,” <i>AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi</i> 1, no. 12 (2024): 1170–80."},"properties":{"noteIndex":22},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Ike Rosdiana dkk., Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi dalam Era Pembangunan, AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi, Vol.1, No.12 (2024).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2442-4641","author":[{"dropping-particle":"","family":"Murti","given":"Madaniyah Anugrah","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Susilowati","given":"Indri Fogar","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"NOVUM: JURNAL HUKUM","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2026"]]},"page":"333-345","title":"Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City Di Kota Batam","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=11e09ce8-29fa-41fc-9982-6e724c2825ae"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Madaniyah Anugrah Murti and Indri Fogar Susilowati, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City Di Kota Batam,” <i>NOVUM: JURNAL HUKUM</i>, 2026, 333–45.","plainTextFormattedCitation":"Madaniyah Anugrah Murti and Indri Fogar Susilowati, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City Di Kota Batam,” NOVUM: JURNAL HUKUM, 2026, 333–45.","previouslyFormattedCitation":"Madaniyah Anugrah Murti and Indri Fogar Susilowati, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City Di Kota Batam,” <i>NOVUM: JURNAL HUKUM</i>, 2026, 333–45."},"properties":{"noteIndex":23},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Madaniyah Anugrah Murti dan Indri Fogar Susilowati, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City di Kota Batam, NOVUM: JURNAL HUKUM, Vol.11, No.4 (2024).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"979-538-038-9","author":[{"dropping-particle":"","family":"Hadikusuma","given":"Prof H.Hilman","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2003"]]},"number-of-pages":"230-231","publisher":"Mandar Maju","publisher-place":"Bandung","title":"Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=5682355c-0e60-4f8e-8ad1-ac01014022b7"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Prof H.Hilman Hadikusuma, <i>Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia</i> (Bandung: Mandar Maju, 2003).","plainTextFormattedCitation":"Prof H.Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003).","previouslyFormattedCitation":"Prof H.Hilman Hadikusuma, <i>Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia</i> (Bandung: Mandar Maju, 2003)."},"properties":{"noteIndex":24},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�H. Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2723-4207","author":[{"dropping-particle":"","family":"Mujib","given":"M Misbahul","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":[["2013"]]},"title":"Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia","type":"article-journal","volume":"2"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8670deea-87b6-46cb-9001-36105ecfd109"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"M Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia,” <i>Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum</i> 2, no. 2 (2013).","plainTextFormattedCitation":"M Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 2 (2013).","previouslyFormattedCitation":"M Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia,” <i>Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum</i> 2, no. 2 (2013)."},"properties":{"noteIndex":25},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�M. Misbahul Mujib, Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2013).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"979-408-184-1","author":[{"dropping-particle":"","family":"Muhammad","given":"Prof Bushar","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2006"]]},"number-of-pages":"63","publisher":"PT.Pradnya Paramita","publisher-place":"Jakarta","title":"Pokok-Pokok Hukum Adat","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7561126a-a45b-43d4-94c0-fabb89010dc9"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Prof Bushar Muhammad, <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i> (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006).","plainTextFormattedCitation":"Prof Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006).","previouslyFormattedCitation":"Prof Bushar Muhammad, <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i> (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006)."},"properties":{"noteIndex":26},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2655-2906","author":[{"dropping-particle":"","family":"Rumata","given":"Abdul Rasyid","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Wael","given":"Abdi","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Sehol","given":"Muhammad","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":[["2021"]]},"page":"270-281","title":"Model Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Buru: Indonesia","type":"article-journal","volume":"7"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=6cca938f-4e4a-4f83-8780-a09b3bd66456"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Abdul Rasyid Rumata, Abdi Wael, and Muhammad Sehol, “Model Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Buru: Indonesia,” <i>Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton</i> 7, no. 2 (2021): 270–81.","plainTextFormattedCitation":"Abdul Rasyid Rumata, Abdi Wael, and Muhammad Sehol, “Model Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Buru: Indonesia,” Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7, no. 2 (2021): 270–81."},"properties":{"noteIndex":27},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Abdul Rasyid Rumata, Abdi Wael dan Muhammad Sehol, Model Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Buru: Indonesia, Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Vol.7, No.2 (2021).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2809-8676","author":[{"dropping-particle":"","family":"Saputra","given":"Aldi Prasetiawan","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Dirgantara","given":"Aurelia Salsabila","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Nuriswandi","given":"Iqbal","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN","id":"ITEM-1","issue":"02","issued":{"date-parts":[["2025"]]},"title":"PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS","type":"article-journal","volume":"5"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=dd897f28-43fa-47c2-b6fe-9f7b470c5190"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Aldi Prasetiawan Saputra, Aurelia Salsabila Dirgantara, and Iqbal Nuriswandi, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS,” <i>JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN</i> 5, no. 02 (2025).","plainTextFormattedCitation":"Aldi Prasetiawan Saputra, Aurelia Salsabila Dirgantara, and Iqbal Nuriswandi, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS,” JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN 5, no. 02 (2025).","previouslyFormattedCitation":"Aldi Prasetiawan Saputra, Aurelia Salsabila Dirgantara, and Iqbal Nuriswandi, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS,” <i>JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN</i> 5, no. 02 (2025)."},"properties":{"noteIndex":28},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Aldi Prasetiawan Saputra, Aurelia Salsabila Dirgantara dan Iqbal Nuriswandi, Penegakan Hukum Pidana Adat terhadap Delik Pencurian dalam Masyarakat Adat Serawai: Kajian Normatif dan Empiris, Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan, Vol.5, No.02 (2025).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2810-062X","author":[{"dropping-particle":"","family":"Saravistha","given":"Deli Bunga","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Sukadana","given":"I Ketut","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Suryana","given":"Kadek Dedy","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Jurnal Impresi Indonesia","id":"ITEM-1","issue":"3","issued":{"date-parts":[["2022"]]},"page":"201-210","title":"Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)","type":"article-journal","volume":"1"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=331ecd69-bea1-4ab4-8703-dde3b73c67a3"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Deli Bunga Saravistha, I Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana, “Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana),” <i>Jurnal Impresi Indonesia</i> 1, no. 3 (2022): 201–10.","plainTextFormattedCitation":"Deli Bunga Saravistha, I Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana, “Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana),” Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 3 (2022): 201–10.","previouslyFormattedCitation":"Deli Bunga Saravistha, I Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana, “Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana),” <i>Jurnal Impresi Indonesia</i> 1, no. 3 (2022): 201–10."},"properties":{"noteIndex":29},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Deli Bunga Saravistha, I Ketut Sukadana dan Kadek Dedy Suryana, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana), Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No.3 (2022).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISSN":"2723-4207","author":[{"dropping-particle":"","family":"Mujib","given":"M Misbahul","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":[["2013"]]},"title":"Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia","type":"article-journal","volume":"2"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8670deea-87b6-46cb-9001-36105ecfd109"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia.”","plainTextFormattedCitation":"Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia.”","previouslyFormattedCitation":"Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia.”"},"properties":{"noteIndex":30},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Mujib, Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2013).�


� �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"author":[{"dropping-particle":"","family":"Irmawati","given":"Irmawati","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Pawennei","given":"Mulyati","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Qahar","given":"Abdul","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Journal of Lex Generalis (JLG)","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":[["2022"]]},"page":"133-147","title":"Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia","type":"article-journal","volume":"3"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=b0ce1525-bb80-45c4-88d4-fa90c1de2bb8"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Irmawati Irmawati, Mulyati Pawennei, and Abdul Qahar, “Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” <i>Journal of Lex Generalis (JLG)</i> 3, no. 2 (2022): 133–47.","plainTextFormattedCitation":"Irmawati Irmawati, Mulyati Pawennei, and Abdul Qahar, “Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Journal of Lex Generalis (JLG) 3, no. 2 (2022): 133–47.","previouslyFormattedCitation":"Irmawati Irmawati, Mulyati Pawennei, and Abdul Qahar, “Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” <i>Journal of Lex Generalis (JLG)</i> 3, no. 2 (2022): 133–47."},"properties":{"noteIndex":31},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Irmawati Irmawati, Mulyati Pawennei dan Abdul Qahar, Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Sistem Hukum Indonesia, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.3, No.2 (2022).�


� Bushar �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"979-408-184-1","author":[{"dropping-particle":"","family":"Muhammad","given":"Prof Bushar","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2006"]]},"number-of-pages":"63","publisher":"PT.Pradnya Paramita","publisher-place":"Jakarta","title":"Pokok-Pokok Hukum Adat","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7561126a-a45b-43d4-94c0-fabb89010dc9"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Muhammad, <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i>.","plainTextFormattedCitation":"Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat.","previouslyFormattedCitation":"Muhammad, <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i>."},"properties":{"noteIndex":32},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�Muhammad, Op.Cit..�





2
1

